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ABSTRAK

Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh
apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan penting
yang mengatur mengenai batas waktu pengajuan pembatalan tertuang dalam Pasal
27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa hak
untuk membatalkan perkawinan gugur apabila tidak digunakan dalam waktu enam
bulan sejak diketahui adanya alasan pembatalan. Namun dalam praktiknya, seperti
pada Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno,
permohonan pembatalan tetap dikabulkan meskipun telah melampaui tenggat
waktu yang ditentukan, sehingga menimbulkan perdebatan hukum mengenai
pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis
normatif dan sifatnya deskriptif-analitik. Teori yang digunakan adalah Teori Sistem
Hukum dari Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi
hukum, dan budaya hukum, serta konsep maslahah mursalah untuk melihat
pertimbangan kemaslahatan yang digunakan dalam keputusan hakim. Data
diperoleh melalui dokumentasi putusan dan wawancara dengan hakim yang
bersangkutan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap logika
hukum di balik putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan adanya
unsur penipuan status pernikahan oleh tergugat dan pelanggaran terhadap prinsip
monogami tanpa izin istri pertama sebagai dasar pembatalan perkawinan. Meskipun
permohonan diajukan melebihi batas waktu enam bulan, hakim lebih
mengedepankan asas keadilan substantif dan kemaslahatan pihak yang dirugikan.
Hal ini mencerminkan pendekatan progresif dalam praktik peradilan agama, di
mana formalitas prosedural dapat dikesampingkan untuk melindungi hak-hak
substansial dan menghindari kemudaratan yang lebih besar.

Kata kunci: pembatalan perkawinan, batas waktu, pertimbangan hakim, maslahah
mursalah, sistem hukum.



ABSTRACT

Marriage annulment is a legal remedy that can be pursued when a marriage
fails to meet the validity requirements stipulated by law. One of the essential
provisions governing the time limit for filing annulment is Article 27 paragraph (3)
of Law Number 1 of 1974, which states that the right to annul a marriage is forfeited
if not exercised within six months of discovering the grounds for annulment.
However, in practice, such as in the decision of the Religious Court of Wonosari
Number 252/Pdt.G/2024/PA.Wno, the annulment was granted despite exceeding
the specified deadline, raising legal debates regarding the judge’s considerations in
reaching the verdict.

This research is a field study using a normative-empirical approach with a
descriptive-analytical nature. The study applies Lawrence M. Friedman’s Legal
System Theory, which consists of legal structure, substance, and culture, alongside
the concept of maslahah mursalah to explore the element of public and individual
welfare in judicial reasoning. Data were collected through case documentation and
interviews with the presiding judge and were analyzed qualitatively to understand
the legal logic behind the court’s decision.

The research findings indicate that the judge considered the deception of
marital status by the defendant and unauthorized polygamy as valid grounds for
annulment. Although the petition was submitted beyond the six-month period, the
judge prioritized substantive justice and the protection of the aggrieved party’s
rights. This reflects a progressive approach in religious court practice, where
procedural formalities can be set aside in favor of greater legal and moral equity.

Keywords: marriage annulment, time limit, judicial considerations, maslahah
mursalah, legal system.
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MOTTO

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan

sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

( Q.S Al-Insyirah [94]: 7)

Berjalan tak seperti rencana
Adalah jalan yang sudah biasa
Dan jalan satu-satunya
Jalani sebaik kau bisa

( GAS - FSTVLST)

Yang sudah selesai boleh pulang.

( Bapak — 1976 )
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PEDOMAN TRANSLITERSI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan

transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah

sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif | Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
S Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
0 Ra’ R Er
) Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy esdany
o Sad S es (dengan titik di bawah)




o= Dad D de (dengan titik di bawah)
Lk Ta’ T te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di
L Za’ V4
bawah)

¢ ‘Ain \ koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

- Fa’ F Ef

T Qaf Q Qi

sl Kaf K Ka

J Lam L El

B Mim M Em

] Nun N En

3 Waw W W%

° Ha’ H Ha

s Hamzah ¢ Apostrof

s Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

s

ilwga_m

Ditulis

Muta’addidah

Ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbttah di Akhir Kata

1.

Bila dimatikan ditulis h




Ditulis

Hikmah

Ditulis

‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

BHENEEES

Ditulis

Kara>mah al-Auliya>’

3. Bila ta’ marbtitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

kil 385 Ditulis Zaka>h al-Fit}ri
D. Vokal Pendek
| Fath}ah ditulis A
2. | - Kasrah ditulis I
3. |- D{ammah ditulis U
E. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis a
v Oluaaia) ditulis Istihsan
Fathah + ya’ mati ditulis a
: i ditulis Unsa
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Kasrah + ya’ mati

ditulis

1

> & skl ditulis al- ‘Alwani
Dammah + wawu mati ditulis 0!
* psle ditulis ‘Ullim
F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai
- oy Dit s Gairihim

Fathah + wawu mati ditulis au

> J# ditulis Oaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
aill ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
i Sasy ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

oIl ditulis

Al-Qur’an

ol ditulis

al-Qiyas
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el)nya.

Al )l ditulis ar-Risalah

sl ditulis an-Nisa’

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

iU dal ditulis Ahl ar-Ra’yi
Ll dal ditulis Ahl as-Sunnah
Pengecualian
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembatalan  perkawinan  merupakan  konsekuensi  hukum atas
ketidakpenuhan syarat-syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-
undang. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan
menjaga nilai-nilai sosial serta keagamaan.! Permohonan pembatalan perkawinan
diajukan ke pengadilan yang berwenang dan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap akan membatalkan perkawinan sejak awal. Salah satu
dasar hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan adalah adanya unsur
penipuan atau kekeliruan mengenai identitas salah satu pihak.?

Dalam konteks hukum Indonesia, pembatalan perkawinan diatur dalam
Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini
Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan waktu enam bulan bagi
pasangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Jika batas waktu
ini dilewati, maka hak untuk membatalkan perkawinan tersebut secara otomatis

gugur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

! Lutfi Hasbullah and Tajul Arifin, “Ingkar Janji Utuk Menikah Dalam Prespektif Pasal
1365 KUHP Dan Hadist Riwayat Bukhari Dan Muslim,” Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan
Dakwah 4, no. 1 (May 20, 2024).

2 Hakim, M. H. R., & Nugraheni, A. S. C. (2019). Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal
27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
Tentang Perkawinan. Jurnal Privat Law, 7(1), hlm 13-17.



Perkawinan yaitu :“Jika ancaman itu hilang/jika pelaku mengetahui keadaannya
dan kemudian hidup sebagai pasangan dalam waktu enam bulan dan tidak
menggunakan haknya untuk membatalkan, maka hak itu berakhir.”

Kasus yang diangkat pada Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor
252/Pdt.G/2024/PA.Wno, terdapat fenomena hukum yang tidak biasa di mana
pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan setelah lewat dari batas waktu 6 bulan
sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dalam kasus ini, penggugat baru
mengajukan gugatan pembatalan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2024,
padahal telah mengetahui adanya penipuan status perkawinan tergugat sejak
Agustus 2022. Terdapat rentang waktu sekitar 1 tahun 6 bulan antara diketahuinya
penipuan dengan pengajuan gugatan.

Mengenai penipuan status perkawinan, bahwa tergugat sebelum menikah
mengaku masih perjaka akan tetapi pada akhir bulan Agustus 2022 Penggugat
mendapatkan informasi jika Tergugat mampunyai isteri yang sah, kemudian
Penggugat menghubungi perempuan tersebut dan benar perempuan tersebut
mengakui masih menjadi isteri Tergugat, kemudian Penggugat memastiakan hal
tersebut kepada Tergugat dan saudara Tergugat juga membenarkan jika Tergugat
masih mempunyai isteri yang sah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
terkaiat Putusan Pengadilan Agama Wonosari dengan nomer perkara

252/Pdt.G/2024/PA.Wno. Dimana pengajuan pembatalan perkawinan tersebut

3 “Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”



telah melewati batas waktu pengajuan pembatalannya. Hal inilah yang menjadikan
penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pembatalan perkawinan dalam
skripsi yang berjudul "PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH
MELEWATI BATAS WAKTU PENGAJUAN PEMBATALAN
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (STUDI KASUS

PUTUSAN NOMOR 252/Pdt.G/2024/PA.Wno)".



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa
permasalahan yang perlu dikemukakan :

1. Bagaimana pemahaman hakim tentang Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dalam perkara pembatalan perkawinan yang telah melewati batas
waktu  pengajuan  dalam  putusan = Pengadilan = Agama  Nomor
252/Pdt.G/2024/PA.Wno?

2. Apa implikasi hukum dari pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang
telah melewati batas waktu pengajuan yang ditetapkan Pasal 27 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari
penelitian ini adalah :

a. Menganalisis pemahaman hakim terhadap Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkara pembatalan perkawinan yang telah
melewati batas waktu pengajuan, sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno.

b. Mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi hukum dari pengajuan
permohonan pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu
pengajuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974.



2. Kegunaan Penelitian

a.

Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan
dan khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca dan Masyarakat
dalam memahami hukum terkait pembatalan perkawinan yang telah melewati
batas.
Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih
baik kepada masyarakat luas mengenai mekanisme dan konsekuensi hukum dari
pembatalan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
masukan berharga bagi para praktisi hukum, lembaga peradilan, serta instansi
terkait dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan
pembatalan perkawinan, termasuk evaluasi terhadap peraturan perkawinan
yang berlaku, khususnya mengenai batas waktu pengajuan permohonan

pembatalan.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah paparan tentang hasil penelitian terdahulu mengenai
persoalan yang dikaji, dengan maksud apakah dari penelitian terdahulu sudah ada
yang meneliti persoalan yang akan dibahas ini. Serta menjadi pembanding dengan
penelitian ini, maka dari itu peneliti mencamtumkan hasil penelitian yang berkaitan
dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti.*

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dewi Wigati Handayani mahasiswi
Univesitas Jember dengan judul “Pembatalan Perkawinan Poliandri Yang Melewati
Batas Waktu Pembatalan (Studi Putusan Nomor 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg) pada
tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang pembatalan perkawinan karena
poliandri yang telah melewati batas waktu, poliandri sendiri adalah keadaan
dimana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang
bersamaan.’

Perbandingan antara penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Dewi
Wigati Handayani yaitu dalam sebab pembatalan, tempat dan waktu kejadian
masalah ini. Pada penelitian ini pembatalan disebabkan karena pemalsuan status

pernikahan, kemudian pembatalan perkawinan pada penelitian ini terjadi di

Wonosari serta perkara ini terhitung baru karena terjadi pada tahun 2024.

4 Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” Jurnal
Pendidikan Sains Dan Komputer 3, no. 01 (2023), him 2.

5 Dewi Wigati Handayani, “Pembatalan Perkawinan Poliandri Yang Melewati Batas
Waktu Pembatalan (Studi Putusan Nomor: 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg),” Digital Repository
Universitas Jember.



Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Akbar Syawal dan Fully
Handayani dengan judul Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan
Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan. Jurnal ini
membahas tentang pembatalan perkawinan sesama jenis, Penelitian ini
menyimpulkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang berwenang untuk mengajukan
pembatalan perkawinan sesama jenis manakala para pihak dan keluarga tidak
mengajukan hal tersebut. Kewenangan Jaksa dalam mengajukan pembatalan
perkawinan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta aturan-aturan turunannya.®
Perbandingan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Akbar
Syawal dan Fully Handayani terdapat pada fokus penelitian, pada penelitian ini
peneliti lebih berfokus pada batas waktu dalam pembatalan perkawinan yang telah
melewati tenggat waktu pengajuan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna
Novera dengan judul Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif
Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan.
Penelitian ini membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di PA Palembang,
Lubuklinggau, Muaraenim serta akibat hukumnya bagi anak dan istri. Penelitian
dilakukan secara normatif yang didukung dengan empiris. Penelitian ini
menyimpulkan pertama, dalam Putusan No.0587/Pdt.G/2013/PA.Plg dan

No.796/Pdt.G/2010/PA.Llg faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dan

® Muhammad Akbar Syawal and Fully Handayani, “Kewenangan Jaksa Dalam
Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan,”
PALAR (Pakuan Law Review) 8, no. 1 (January 1, 2022), him 48-59.



wali yang tidak sah. Kedua, akibat hukum bagi anak Pasal 28 UUP tetap anak sah
dan bagi istri dengan itikad baik, perkawinan tetap mempunyai akibat hukum yang
sah bagi suami dan istri. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya itikad
baik dari suami dan istri, akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada.
Keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.’

Perbandingan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Sri Turatmiyah,
M. Syaifuddin dan Arfianna Novera Terdapat pada fokus penelitian dan tempat
penelitian, pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada pembatalan perkawinan
yang telah melewati batas waktu pengajuan, kemudian penelitian ini dilakukan di
Wonosari Yogyakarta. Selain itu terdapat kesamaan pada penelitian ini dalam hal
pembatalan perkawinan.

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Alfian Jauhari Hanif dengan judul
Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan
Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan pada tahun 2009.
Dalam skripsi yang ditulis oleh Alfian Jauhari Hanif mencoba menjelaskan tentang
akibat hukum teradap anak dan harta Bersama akibat pembatalan perkawinan,
penulis membahas bagaimana pembatalan perkawinan mempengaruhi kedudukan
anak, termasuk status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dan

hak-hak mereka, kemudian Skripsi ini juga mengkaji bagaimana harta bersama

7 Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, and Arfianna Novera, “Akibat Hukum Pembatalan
Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama
Sumatera Selatan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22, no. 1 (2015), him 164—178.



yang diperoleh selama perkawinan diperlakukan setelah pembatalan, termasuk
pembagian dan hak masing-masing pihak.?

Perbandingan antara skripsi ini dengan penelitian yang peneliti lakukan
adalah pada masalah yang diteliti, dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada
batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Selain itu, penelitian ini dilakukan
di Pengadilan Agama wonosari dan termasuk penelitian yang masih baru karena
kasus yang diteliti terjadi pada tahun 2024.

Kelima, pada skripsi yang di tulis oleh Dea Zia Gita dengan judul
Pembatalan Perkawinan Karena Suami Tidak Izin Isteri Untuk Berpoligami (Studi
Analisis Putusan Nomor. 2260/Pdt.G/2017/PA.Srg) pada tahun 2019. Untuk
mengetahui akibat hukum poligami tanpa adanya izin istri, serta mempelajari dan
menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan
tersebut.

Terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dea Zia
Gita dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dalam hal pembatalan
perkawinan dan analisis pertimbangan hakim, akan tetapi pada penelitian ini
peneliti lebih berfokus pada permasalahan batas waktu pengajuan pembatalan

perkawinan yang telah melampaui batas waktu pengajuan.

8 Hanif, A. J. (2009). Akibat hukum kedudukan anak dan harta bersama setelah adanya
pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta).
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E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum
Penelitian ini mengadopsi teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman
sebagai kerangka analisis. Teori ini memandang sistem hukum sebagai suatu
kesatuan yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya

hukum.’

a. Subtansi Hukum
Substansi hukum mencakup norma-norma dan peraturan yang
mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks pembatalan
perkawinan, substansi hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang syarat dan
prosedur pembatalan perkawinan. Pasal-Pasal dalam undang-undang ini
memberikan dasar hukum bagi individu untuk mengajukan pembatalan
perkawinan, termasuk ketentuan mengenai batas waktu pengajuan yang

harus dipatuhi.'”

? “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu
Sosial,” Nusa Putra University, accessed December 5, 2024.

10 “Teori Sistem Hukum Friedman, Politik,” Scribd, accessed December 25, 2024.
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Substansi hukum, sebagai salah satu elemen dari teori sistem hukum
yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman, merujuk pada keseluruhan
norma, kaidah, dan peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak, yang
mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, substansi
hukum menjadi titik pijak utama untuk menganalisis dasar normatif yang
digunakan dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor
252/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Substansi hukum yang relevan secara langsung dengan penelitian ini
meliputi:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)
sebagai hukum materiil utama yang mengatur syarat, prosedur, serta akibat
hukum dari pembatalan perkawinan.

Pasal 27 ayat (3) UUP norma ini merupakan substansi hukum yang
menjadi fokus sentral penelitian, yang berbunyi: "Tuntutan pembatalan
perkawinan karena alasan yang tersebut dalam pasal 26 ayat (2) dapat
diajukan setelah lampau waktu 6 (enam) bulan perkawinan dilangsungkan."
Ketentuan ini secara eksplisit mengatur batas waktu pengajuan perkara
pembatalan perkawinan untuk alasan-alasan tertentu.

Dengan menggunakan teori substansi hukum, penelitian ini akan
mengidentifikasi bagaimana norma-norma tersebut diuraikan dan dijadikan

landasan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya.
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2. Maslahah Mursalah

Secara bahasa, "maslahah" diartikan sebagai manfaat, yaitu sesuatu yang
memberikan faedah atau kebermanfaatan. Kata ini berasal dari kata "shalaha" yang
berarti baik. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang, benda, atau
keadaan yang dianggap baik. Dalam Alquran, kata ini sering muncul dalam
berbagai bentuknya, seperti "shalih" dan "shalihat".!!

Sementara itu, "mursalah" berarti terlepas atau tidak terikat. Dengan
demikian, maslahah mursalah dapat didefinisikan sebagai suatu kemaslahatan yang
tidak secara eksplisit disebutkan atau dinyatakan dalam naskah-naskah agama (Al-
Quran dan Hadis)."?

Maslahah mursalah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang
digunakan untuk menentukan kebaikan atau kemaslahatan dalam suatu tindakan
atau keputusan. Konsep ini tidak hanya mempertimbangkan manfaat duniawi, tetapi
juga manfaat ukhrawi atau akhirat.

Dalam konteks hukum Islam, maslahah mursalah merupakan salah satu
sumber hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu perkara
yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Para ulama
menggunakan maslahah mursalah sebagai dasar untuk membuat ijtihad yang sesuai

dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat manusia.

' Umar, Mukhsin Nyak. "4Al-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan
Pembaharuan Hukum Islam."” (2017) him 140.

12 Umar, Mukhsin Nyak. "4I-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan
Pembaharuan Hukum Islam."” (2017) him 140-141.
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Menurut al-Syatibi, kemaslahatan adalah tujuan utama dari ditetapkannya
syariat Islam, atau yang disebut sebagai Magasid al-Syariah. Ketentuan-ketentuan
dalam syariat Islam, baik yang bersifat umum maupun terperinci, didasarkan pada
motif untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.'

Para ahli ushul figih membagi maslahah mursalah menjadi dua kategori
berdasarkan kandungannya:

a. Maslahah 'Ammah (Kemaslahatan Umum)

Jenis maslahah ini berkaitan dengan tujuan utama dari pensyariatan hukum
Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat umum. Kemaslahatan
ini mencakup segala sesuatu yang membawa kenikmatan atau mengarah pada
kenikmatan, baik secara jasmani maupun rohani, duniawi maupun ukhrawi. Lawan
dari kemaslahatan ini adalah kerusakan atau mafsadat.

b. Maslahah Khassah (Kemaslahatan Khusus)

Jenis maslahah ini bersifat khusus atau pribadi, dan jarang terjadi.
Contohnya adalah kemaslahatan seorang istri yang ingin agar hakim menetapkan
keputusan fasakh (pembatalan nikah) karena suaminya dinyatakan hilang.
Meskipun demikian, menurut Kamaluddin Imam, sifat kekhususan dalam maslahah
ini bergantung pada praktiknya. Pada hakikatnya, fasakh nikah dalam kondisi

seperti ini adalah umum bagi para istri yang suaminya hilang.'*

13 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, Y ogyakarta, Bening Pustaka, him
21.

4 Tbid
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Berdasarkan penjelasan diatas penulis merasa bahwa maslahah mursalah
dapat digunakan untuk bisa menjawab permasalahan terkait pembatalan
perkawinan. Maslahah mursalah menuntut agar hukum tidak hanya kaku dan
mengikuti aturan teks, tetapi juga menimbang kemaslahatan yang lebih besar.
Dengan demikian, dalam konteks pembatalan perkawinan yang melewati batas
waktu, keputusan yang mempertimbangkan maslahat publik dan individu bisa

menjadi solusi yang lebih berkeadilan.

. Metode Penelitian

Penelitian atau research yang berasal dari bahasa inggris dimana re berarti
kembali dan search berarti mencari. Jika disatukan maka memiliki arti mencari
kembali untuk mendapatkan sesuatu.'® Dalam KBBI ( Kamus Besar Bahasa
Indonesia) metode adalah cara untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai
sesuai dengan keinginan atau cara untuk memudahkan kegiatan dalam mencapai
tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan penelitian adalah proses meneliti,
menyelidiki atau mengumpulkan, mengelola,menganalisis, dan menyajikan data
secara sistematis dan objektif untuk memecahkan atau menguji hipotesis suatu
permasalahan.'®
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian

lapangan (field research), yang artinya penelitian ini mengambil data dari

15 Andra Tersiana, Metode Penelitian Anak Hebat Indonesia, (2018).
16 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai

Pustaka), hlm. 1022.



15

lapangan. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam permasalahan
yang dihadapi oleh subjek penelitian, dalam hal ini Hakim yang menangani
Perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno.!”
2. Sifat Penelitian
Penelitin ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan cara menguraikan
dan menganalisis objek penelitian. Metode penelitian deskriptif adalah metode
pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, karena metode deskriptif
merupakan metode untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kegiatan.!'®
Fakta yang dipaparkan dan dianalisis dalam penelitian ini merupakan putusan
Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno tentang
pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu pengajuan.
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative-
empiris, yaitu pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik
sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan
keputusan penyelesaian.'’
2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis

menggunakan dua sumber data yaitu :

17 Fathoni, A. (2006). Metodelogi Penelitian. Jakarta: rineka cipta, him 96.
18 Nazir, M. (1988). MetodePenelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

19 Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris,
Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis, accessed December 4, 2024.hlm 4.
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a. Data Primer
Sumber data primer adalah informasi yang secara langsung digunakan
oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen berupa
Narasumber Hakim dan Putusan Pengadilan Agama Wonosari nomor
252/Pdt.G/2024/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan yang telah
melewati batas waktu pengajuan.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
berasal dari bahan pustaka yang berupa buku, dokumen-dokumen resmi,
karya ilmiah dan bahan-bahan lain dari internet yang sesuai dengan masalah
penelitian dan bisa mendukung sumber data primer.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara yaitu tanya jawab yang terjadi antara orang yang
mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi
(narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh
informasi.’’Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tak terstruktur
yaitu wawancara yang telah disiapkan pertanyaan sehingga tidak
menyimpang dari topik, dan menggunakan pedoman susunan wawancara

yang sistematis, dan wawancara yang bebas sehingga dapat menggali

20 Iqlima Firdaus et al., “Model-Model Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan
Kelas,” Jurnal Kreativitas Mahasiswa 1, no. 2 (August 16, 2023), him 109.
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informasi lebih luas dan mendalam. Wawancara nantinya akan dilakukan
dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang memutus pada perkara
nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang
dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya.?' Untuk mendalami
perkara Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor
252/Pdt.G/2024/PA.Wno., peneliti akan mengumpulkan data berupa isi
putusan dan transkrip wawancara dengan hakim atau panitera. Data-data ini
akan dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian.
4. Analisis Data
Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis
data menggunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena data
yang diperoleh, baik dari wawancara maupun dokumentasi yang bersifat
deskriptif dan kaya akan narasi, sehingga dapat menghasilkan kajian atas suatu
fenomena yang komprehensif.?> Dengan demikian, memungkinkan peneliti

untuk menggali makna yang lebih mendalam dari data yang ada.

2! Umar Sidiq, Miftachul Choiri, “Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan,”.

22 Astikama Rifai, Fatum Abubakar, and Muhrim Djakat, “Tinjauan Hukum Islam Tentang
Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Isteri Muallaf Di Desa Amasing Kota Barat
Bacan Halmahera Selatan,” AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan 16, no. 2 (December
1,2022), him 71.
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G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang setiap bab terdiri dari
beberapa sub bab yang sistematis dan saling berkaitan agar memudahkan peneliti
dalam memfokuskan penelitian ini.

Bab pertama berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar yang
memberikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan Latar
belakang masalah yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah yang
menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat
dicapai, telaah pustaka yang berisi rujukan dari karya-karya terdahulu yang relevan,
kerangka teoritik yang menjadi acuan analisis dalam penelitian ini, metode
penelitian yang menjelaskan sifat, teknik pengumpulan data, serta sistematika
pembahasan agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum perkawinan yang meliputi
pengertian dari perkawinan dan pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan
perkawinan, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan.
Urgensi dari bab ini adalah sebagai dasar pemahaman tentang perkawinan dan
pembatalan perkawinan.

Bab ketiga, berisi gambaran umum perkara Nomor
252/Pdt.G/2024/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan yang telah melewati

batas waktu pengajuan. Pada bab ini penyusun akan memaparkan duduk perkara,
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pertimbangan hakim, dan amar putusan perkara pembatalan perkawinan yang
dijadikan bahan penelitian dalam skripsi ini.

Bab keempat, berisi analisis terhadap pembatalan perkawinan yang telah
melewati batas waktu pengajuan di Pengadilan Agama Wonosari. Pembahasan
pada bab ini akan memaparkan analisis mendalam terkait Implikasi hukum dari
pembatalan perkawinan yang diajukan setelah melewati batas waktu yang
ditentukan dan Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam putusan
perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi ini
secara umum. Kesimpulan ini akan menjawab permasalahan yang diajukan di awal
penelitian dan memberikan saran-saran yang relevan. Daftar pustaka yang lengkap

juga disertakan untuk mendukung validitas pada penelitian ini.



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan terhadap perkara Pembatalan
Perkawinan yang Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan ( Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno), terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat diambil, yaitu :

1. Melalui pendekatan sistem hukum ini, dapat dipahami bahwa penegakan hukum dalam
kasus pembatalan perkawinan ini tidak hanya tergantung pada ketentuan formal undang-
undang, tetapi juga pada kualitas aparatur penegak hukum dan tingkat kesadaran hukum
masyarakat. Tindakan hakim untuk mengenyampingkan ketentuan batas waktu demi
keadilan substantif menunjukkan upaya menyeimbangkan kelemahan di satu komponen
sistem hukum dengan kekuatan di komponen lainnya.

2. Berdasarkan analisis mendalam terhadap implikasi hukum pembatalan perkawinan dalam
Perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno melalui lensa teori maslahah mursalah, beberapa
kesimpulan krusial dapat ditarik. Pertama, dalam konteks perkara ini, pembatalan
perkawinan yang diajukan di luar batas waktu formal ternyata mengandung kemaslahatan
yang lebih besar (a/-maslahah al-kubra) dibandingkan dengan mempertahankan ikatan
perkawinan yang terbukti cacat secara hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian yang
lebih meluas. Kedua, keputusan bijaksana hakim untuk mengesampingkan batasan waktu
pengajuan pembatalan demi tercapainya tujuan hukum yang lebih substansial, yakni
keadilan dan pencegahan mudharat, sejalan dengan prinsip maslahah mursalah yang
mengedepankan tujuan utama syariat (magqasid syariah). Lebih lanjut, perlindungan
terhadap hak-hak anak yang tidak bersalah serta pembagian harta bersama secara adil

setelah pembatalan perkawinan menjadi wujud nyata dari penerapan prinsip hifdz al-nasl
82
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(perlindungan keturunan) dan hifdz al-mal (perlindungan harta) dalam kerangka maslahah
mursalah. Pada akhirnya, implikasi hukum dari pembatalan perkawinan ini merefleksikan
sebuah upaya untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum formal dengan pencapaian
kemaslahatan yang lebih mendasar, yang merupakan inti dari konsep maslahah mursalah
itu sendiri. Dengan demikian, pemanfaatan teori maslahah mursalah dalam menganalisis
implikasi hukum pembatalan perkawinan dalam perkara ini menyajikan perspektif yang
lebih mendalam dan berkeadilan, melampaui sekadar interpretasi literal terhadap ketentuan
perundang-undangan, serta mempertimbangkan tujuan dan kemaslahatan yang lebih luas

bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, perlu kiranya
penulis memberikan saram-saran sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, yaitu :
. Peningkatan Pemahaman Hukum terhadap Masyarakat
Mengingat pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan prosedur
pembatalan perkawinan, disarankan agar lembaga terkait, seperti Pengadilan Agama dan
Kementerian Agama, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkala.
Kegiatan ini dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam
perkawinan, serta prosedur yang harus diikuti jika ingin mengajukan pembatalan
perkawinan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan batas waktu
pengajuan dan konsekuensi hukum yang mungkin ditimbulkan.
. Peningkatan Pengawasan Administratif
Pihak berwenang atau petugas pencatat perkawinan perlu melakukan penelitian secara
cermat dan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen persyaratan perkawinan. Kejelasan

identitas dan latar belakang kedua calon mempelai merupakan hal yang sangat penting
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untuk diverifikasi, sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan pemalsuan informasi
. Penelitian Lanjutan

Disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengeksplorasi dampak dari
putusan-putusan serupa di Pengadilan Agama lainnya, serta untuk menganalisis bagaimana
masyarakat merespons keputusan-keputusan tersebut. Penelitian ini dapat memberikan
wawasan yang lebih luas mengenai penerapan hukum perkawinan di Indonesia dan

bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada.
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